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The purpose of  learn-
ing is growth, and our 
minds, unlike our 
bodies, can continue 
growing as we con-
tinue to live.   
 
Mortimer Adler 
(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang 
menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan        
potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. 
(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan 
Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. 
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Usulan Bapak/ Ibu/ Saudara 
sangat kami harapkan. Si-
lahkan hubungi TIM Redaksi 
di ruang UPM  No.Ext 113 
 
HIMBAUAN : 
Simpanlah Newsletter ini 
untuk referensi di masa men-
datang.   
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TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 
Bagian Kesatu 
Sistem Penjaminan Mutu 
PASAL 
51 
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan            
berkelanjutan. 
PASAL 
52 
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan   
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan     
standar Pendidikan Tinggi. 
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Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: 
a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan 
Tinggi; dan 
b.   sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. 
PASAL 
53 
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: 
 
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 
Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan 
mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Pergu-
ruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidi-
kan Tinggi. 
PASAL 
54 
Bagian Kedua 
Standar Pendidikan Tinggi 
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan 
standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pen-
gabdian kepada masyarakat. 
(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar 
dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebe-
basan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 
(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai-
mana di-   maksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi 
memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 
(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan 
Tinggi     secara berkala. 
(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan 
Tinggi kepada Masyarakat. 
